ABSTRAK

Aksesibilitas anak dari keluarga miskin terkait hak atas identitas hukum,
terutama akta kelahiran merupakan hak fundamental yang pemenuhannya merupakan
kewajiban negara. Akan tetapi, aksesibilitas anak dari keluarga miskin untuk
memperoleh aktakelahiran di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya terjangkau.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak atas
aksesibilitas anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan akta kelahiran di wilayah
Kabupaten Semarang dan bagaimana upaya Pemerintah di Kabupaten Semarang
untuk memenuhi hal tersebut.

Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian socio-legal yang dilakukan
dengan meneliti data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara
observasi serta melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Data sekunder
didapatkan dari; bahan hukum primer yaitu berupa konvensi-konvensi internasional
maupun peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal-
jurnal serta website terkait; bahan hukum tersier yaitu bahan lain yang memberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Data yang
terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan
rekomendasi untuk dapat menjawab masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pemenuhan
aksesibilitas anak dari keluarga miskin terhadap kepemilikan akta kelahiran di
Kabupaten Semarang telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
namun hal tersebut belum mencakup perlakuan khusus terhadap keluarga miskin
serta masih ditemukan sebagian penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran.
Kedua, upaya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kewajiban
negara dilakukan dengan menyusun substansi hukum dan upaya pemenuhan hak atas
identitas hukum berupa akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dengan penyelenggaraan program-program
terkait pencatatan akta kelahiran.
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ABSTRACT

Accessibility of children from poor families related to the right to legal
identity, especially birth certificates is a fundamental right whose fulfillment is a
state's obligation. However, the accessibility of children from poor families to obtain
birth certificates in Semarang Regency is not yet fully affordable.

The purpose of writing this legal is to find out the fulfillment of the right to
accessibility of children from poor families to get birth certificates in Semarang
Regency area and how the Government's efforts in Semarang Regency to fulfill this.

This legal writing is the result of socio-legal research conducted by
examining primary and secondary datas. Primary data obtained by observation and
conducting interviews with related sources. Secondary data obtained from primary
legal material in the form of international conventions and legislation; secondary
legal material in the form of books, journals and related websites; then, tertiary legal
material is another material that provides an explanation to the primary and
secondary legal materials. The collected data was then analyzed by descriptive
analysis techniques, i.e with recommendations to be able to answer the problems
discussed.

The results of this study indicate that, first, the fulfillment of the accessibility
of children from poor families to the ownership of birth certificates in Semarang
Regency has been carried out in accordance with applicable regulations, but this has
not included special treatment for poor families and still found some people who do
not have birth certificates. Second, the Semarang Regency Government's efforts in
carrying out state obligations were carried out by compiling legal substances and
efforts to fulfill the right to legal identity in the form of birth certificates carried out
by the Semarang Regency Population and Civil Registration Service by organizing
programs related to the registration of birth certificates.
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